
115 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Adjie, Habib, 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. 

                    , 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 

Mandar Maju, Bandung. 

 

Aminurddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum 

dan Etika, UII Pres, Yogyakarta. 

 

Chazawi, Adam, 2005, Kejahatan Mengenai Surat, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta. 

 

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Hadi, Sutrisno, 1998, Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya, 

Liberty, Yogyakarta. 

 

Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

                       , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 

 

Hiariej, Eddy O.S., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Cahaya 

Atma Pustaka, Yogyakarta 

 

Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada 

Media, Jakarta. 

 

Kohar, Abdul, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung. 

 

Lamintang, P.A.F., 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta 

Bakti, Bandung. 

 

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI LUAR KANTOR NOTARIS
PINDAH PURNAMASARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



116 
 

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta. 

                                       , 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta. 

 

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta. 

 

Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For 

Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta. 

 

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, 

Raja Grafindo, Jakarta. 

                                          , 1993. 

 

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung. 

 

Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta. 

 

Rijan, Yunirman dan Ira Koesemawati, 2009, Cara Mudah Membuat Surat 

Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya, Raih Asa Sukses, 

Jakarta. 

 

Rosita Suryana, Ida, 1999, Serba-Serbi Jabatan Notaris, Universitas Padjajaran, 

Bandung. 

 

Sianturi, S.R., 1989, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-

Petehaem, Jakarta. 

 

Subekti, R, 2004, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. 

                     , R. Tjitrosudibio, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Pradya Paramita, Jakarta. 

                     , 2008, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. 

 

Soesilo, R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 

 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta. 

 

Sumardjono, Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas 

Gajah Mada, Yogyakarta. 

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI LUAR KANTOR NOTARIS
PINDAH PURNAMASARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



117 
 

 

Thong Kie, Tan, 2000, Studi Notariat: Serba-Serbi Notaris, Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta. 

 

Tobing, Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, 

Jakarta. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 

23) 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 

No. 732) 

 

Kode Etik Notaris Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 

29-31 Mei 2015 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 

 

Kode Etik Notaris Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 

29-31 Mei 2015 

 

C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi 

Ahmad Suhar Mansyur, Andi, 2013, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap 

Pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh Notaris”, Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

 

Dewi Asfaida, Ratih, “Penandatanganan Akta Notaris Di Luar Kantor Notaris”, 

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Airlangga, Surabaya, 2016. 

 

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI LUAR KANTOR NOTARIS
PINDAH PURNAMASARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



118 
 

Novansyah Merta, M, 2016, “Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris Yang 

Penandatanganannya Tidak di Kantor Notaris”, Tesis, Program Studi 

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 

Palembang. 

 

Sera Chadi Erari, Samuel, 2010, “Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah 

Tapin Persada)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, 

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

D. Internet 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring/online”, 

https://kbbi.web.id/surat, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018. 

 

Irma Devita Purnamasari, SH., M.Kn, “Pembatasan Wilayah Notaris terkait 

Pembuatan Akta Pendirian PT”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeeb63c0a2d8/adakah 

pembatasan-wilayah-Notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt, 

diakses pada tanggal 21 November 2018. 

 

 

Sam Hisam, “Pengertian narasumber menurut para ahli terlengkap beserta tugas 

maupun syaratnya”, https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-

narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/, diakses pada tanggal 01 

November 2018. 

 

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ensiklopedia Bebas”, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat, diakses pada tanggal 16 Oktober 

2018. 

 

 

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI LUAR KANTOR NOTARIS
PINDAH PURNAMASARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://kbbi.web.id/surat
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeeb63c0a2d8/adakah%20pembatasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeeb63c0a2d8/adakah%20pembatasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat

